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ABSTRAK

Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang
tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya
organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas
organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Setiap instansi
diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas kinerjanya begitu juga
dengan BPKAD yang masih memiliki nilai rendah pada nilai
evaluasinya yaitu c, sehingga perlu beberapa perbaikan dan
memperhatikan beberapa aspek antara lain; kejelasan sasaran
anggaran dan sistem pelaporannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskripif mengguakan pendekatan kuantitatif. Studi penelitian
dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Lampung Utara. Sumber data dalam penelitian
ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan data
menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 44 responden, pengambilan sampel dilakukan
dengan cara purposive sampling. teknik analisis data menggunakan
Partial Least Square (PLS) dan pengolahan data dilakukan
menggunakan software SmartPLS 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis didukung,
yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejelasan sasaran
anggaran (X1) dan sistem pelaporan (X2) terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara. Nilai R Square
diperoleh 0,689 dengan nilai Adjust R Square diperoleh 0.674 artinya,
secara simultan kedua variabel tersebut memberikan kontribusi
sebesar 69% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem
Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



ABSTRACT

Performance accountability has become one of the items
listed in the legal basis or organizational rules, therefore the
organization is legally required to fulfill its organizational
accountability with the performance it has obtained. Each agency is
required to fulfill its performance accountability as well as the
BPKAD which still has a low score on its evaluation score, namely c,
so it needs some improvements and pays attention to several aspects
including; clarity of budget goals and reporting systems. The purpose
of this study was to determine the clarity of budget targets and the
reporting system for performance accountability of government
agencies at the Regional Financial and Asset Management Agency of
North Lampung Regency.

The research method used is descriptive research using a
guantitative approach. The research study was conducted at the
Regional Financial and Asset Management Agency of North Lampung
Regency. Sources of data in this study were primary and secondary
data with data collection techniques using questionnaires and
documentation. The sample in this study amounted to 44 respondents,
sampling was done by means of purposive sampling. Data analysis
techniques use Partial Least Square (PLS) and data processing is done
using SmartPLS 3 software.

The results showed that the hypothesis was supported,
namely that there was a positive and significant influence between the
clarity of budget targets (X1) and the reporting system (X2) on
government agency performance accountability (Y) at the Regional
Financial and Asset Management Agency North Lampung Regency.
The R Square value was obtained 0.689 with the Adjust R Square
value obtained 0.674 meaning that simultaneously these two variables
contribute 69% to the performance accountability of government
agencies.

Keywords: Clarity of Budget Targets, Reporting Systems,
Performance Accountability of Government Agencies
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“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah
kamu kerjakan.”

(QS. At-Taubah (9): 105)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Menurut
Perspektif Ekonomi Islam  (Studi Empiris Pada Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara)”. Peneliti akan menjelaskan
mengenai penegasan judul yang peneliti jadikan sebagai judul
penulisan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas
mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah pahaman
dalam memahami arti dari judul skripsi ini.

Adapun uraian masing-masing pengertian dari istilah yang
digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang muncul dari sesuatu (orang atau
benda) yang membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang.!

2. Kejelasan Sasaran Anggaran adalah sejauh mana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas dengan tujuan agar anggaran
dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas
pencapaian sasaran anggaran tersebut.’

3. Sistem Pelaporan, Sistem pelaporan adalah laporan anggaran
yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran
berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu
sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas
anggaran tersebut.’

! Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 2015), 1045

? Kadek Fitria Dewi et al., “Pengaruh Budaya Organisasi , Pengendalian
Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja Skpd
Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi,” 2014,
21-33.

} Anthony, R.N., Dearden, dan Bedford, Sistem Pengendalian Manajemen
Edisi V, (Jakarta: Erlangga, 2000).



. Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu hubungan antara

pihak yang mengendalikan dengan pihak pengelola suatu
entitas, dan secara formal, memiliki hak atau kekuasaan atas
entitas masing-masing tersebut.*

. Instansi  Pemerintah  adalah  unsur  penyelenggara

pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.®

. Persepektif adalah cara pandang yang muncul akibat

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah
wawasan atau pengetahuan seseorang dapat melihat segala
sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.®

. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu

yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai
dengan pokok-pokok islam.’

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat

ditegaskan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah
pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam yaitu didasarkan
pada pedoman Al-Quran dan Hadist yang disebabkan oleh
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan.

* Amiruddin Gani, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Terhadap Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Daerah Kabupaten Ogan” 13,
no. 2 (2020): 104-16.

> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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® Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pusaka Seti, 2013). Hal

" Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Bandung: Erlangga,

2012). Hal 10



B. Latar Belakang Masalah

Kualitas pelayaanan publik pada sebuah daerah menjadi
perhatian bersama, peningkaatan kualitas pelayanan untuk publik
penting dijalankan pemerintah untuk terselenggaranya kepuasan
kerja pada masyarakat. Para pejabat publik, komponen-komponen
pada masyarakat sipil serta aspek bisnis sama sama mempunyai
kepentingan kepada perbaikan kinerja pelayanan publik.
Sebagaimana dipahami, tujuan pokok sektor publik yakni
pemberian pelayanan publik bukan guna mendapat keuntungan
sebanyak-banyaknya. Namun hingga sekarang kita belum
mengerti bagaimana sebenarnya pelayanan yang hendak didapat
rakyat selaku warga negara serta seperti apa idealnya pemerintah
memberikan pelayanan kepada masyarakat.®

Akuntabilitas  diyakini  mampu  mengubah  kondisi
pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik
secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang
demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan
mendapat dukungan dari publik. Adanya kepercayaan masyarakat
atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan
olen program yang berorientasi kepada publik. Di pihak
penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah
dalam melayani publik.’

Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang
tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya
organisasi  diwajibkan secara hukum untuk memenuhi
akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya.

8 Gusti Ayu Ari Andriani and Ni Wayan Alit Erlina Wati,” Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar”,
Universitas Hindu Indonesia, “E-ISSN 2798-8961,” 2021, 418-36.

® Muhammad Hafiz, ‘Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan
Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja
Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kampar) Oleh:” ,JOM Fekon, Vol. 4No. 1 (Februari) 2017 528-42.



Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan
mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Perencanaan,
penganggaran, realiasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan
keuangan, audit, serta pertanggung jawaban public.*

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga - lembaga publik, baik
pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah
wajib menyusun perencanaan strategis. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai
instansi  pemerintah  juga memiliki  kewajiban  untuk
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan
kewajiban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam
rangka mencapai misi organisai secara terukur dengan sasaran /
target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK). Disamping itu penyusunan
LAKIP  juga  bertujuan  sebagai upaya  perbaikan
berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.™

Dalam peniliaian laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang dievaluasi terdapat lima komponen yaitu:
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan Kinerja,
evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Kemudian diakumulasi
bobot penilaiannya dan diberi nilai evaluasi dari AA, A, BB, B,
CC, Cdan D.

10 Sasando Dewi Soeksin, Sendy Zul Friandi, and Danang Rifai, “Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan” 1, no. 1 (2020): 40—47.

! Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung
Utara, h. 2.



Tabel 1.1
Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Nilai Skor
AA (sangat memuaskan) 90-100
A (memuaskan) 80-90
BB (sangat baik) 70-80
B (baik) 60-70
CC (cukup) 50-60
C (kurang) 30-50
D (sangat kurang) 0-30

Sumber: https://www.menpan.go.id data diolah tahun 2022

Sesuai dengan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Kabupaten Lampung Utara dan dalam perjanjian kinerja
tahun 2020-2021, pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Kabupaten Lampung Utara dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Kinerja Badan Pengelola Kuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara

Sasaran Indikator Kinerja | Capaian | Capaian | Target
Strategis pada pada | Tahun
Tahun Tahun 2024
2020 2021
Meningkatnya Ketepatan Waktu | Tepat Tepat Tepat
Akuntabilitas  dalam Penyusunan | Waktu Waktu | Waktu
Penyelenggaran APBD 95% 95% 98%
Pemerintah
Tingkat ketepatan | Tepat Tepat | Tepat
waktu penyampaian | Waktu Waktu | Waktu
pertanggung (95%) (95%) | (98%)
jawaban apbd



https://www.menpan.go.id/

Persentase toleransi
deviasi penyerapan
belanja  perangkat
daerah

7.11% | -7.40% | -10,50

Tingkat ketepatan | Tepat Tepat Tepat
waktu penyampaian | Waktu | Waktu | Waktu
laporan barang | (95%) (95%) | (98%)

milik daerah
Nilai Evaluasi C C b
Lakip

Sumber: https://bpkad.lampunqutarakab.go.id, data diolah tahun
2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Kinerja
pertama yaitu rata-rata nilai perkembangan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara masih belum
mencapai nilai yang ditargetkan pada tahun 2024 target yang ingin
dicapai yaitu nilai (b) pada nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah namun dari tahun 2018 hingga kini
target tersebut belum tercapai masih memiliki nilai ¢ yang artinya
masih kurang, sehingga memerlukan usaha-usaha yang signifikan
agar target pada tahun 2024 dapat dicapai. Capaian indikator
kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan
kapasitas Sumber Daya dan ASN yang belum mumpuni dalam
penyusunan Lakip BPKA, dan koordinasi antar bidang yang
terkait pada data yang dibutuhkan kurang lancar akibat adanya
tugas kedinasan lain.

Menghadapi  akuntabilitas  mengharuskan  pemerintah
memperhatikan beberapa hal antara lain; anggaran dan
pengendalian akuntansinya. Tercapainya sasaran anggaran dan
pengendalian akuntansi akan menentukan kualitas atau Kinerja
dari pemerintah daerah. Kebijakan yang ada pada daerah yang
satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran
anggaran, pengendalian dan tingkat akuntabilitas suatu daerah
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juga berbeda.? Pengelolaan pemerintah daerah  yang
berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah.
Anggaran diperlukan daam pengendalian sumber daya tersebut
baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan olenh masyarakat dan
untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat."® Ketika
organisasi semakin berkembang, pengangguran menjadi langkah
penting dalam petumbuhan dan perbaikan sistem akuntansi.
Anggaran merupakan rencana formal dalam bentuk kuantitatif
untuk mengoordinasikan dan mengimplementasikan rencana di
masa depan. Sebagai alat kontrol, anggaran disusun berdasarkan
pelaksanaan aktual sebelumnya. Namun untuk mencapai fungsi
perencanaan, penyusunan anggaran diperluas dengan memasukan
pertimbangan  (asumsi-asumsi)  perubahan-perubahan  yang
mungkin terjadi di masa depan termasuk asumsi target-target
improvisasi proses yang diharapkan.*

Penganggaran merupakaan suatu proses yang cukup rumit
pada organisasi sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah
daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor
swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari
rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya
pada sektor publik anggran justru harus diinformasikan kepada
publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan.
Anggaan sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas

2 Ahmad Rudi Yulianto and Osmad Muthaher, “Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati,” Tirtayasa Ekonomika 14, no. 2
(2019): 204, https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478.

¥ Widaryanti Widaryanti and Nurul Latifah Pancawardani, “Analisis
Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran
Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” Fokus Ekonomi :
Jurnal limiah Ekonomi 15, no. 2 (2020): 477-92,
https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492.

4 Fordebi Adesy, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi
dan Bisnis Islam. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)



pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai
dari uang publik.*®

Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam
membantu aparatur pemerintah daerah untuk mendapatkan
infomasi yang cukup dan mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan. Sasaran-sasaran anggaran yang tidak jelas atau
membingungkan akan mengakibatkan ketidakpastian kepada para
pelaksananya sehingga berimplikasi pada menurunnya suatu
kinerja yang berarti juga menurunnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan
membuat para pelaksana anggaran lebih
mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.*®

Kejelasan sasaran anggaran, yang merupakan sejauh mana
tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan
agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut
sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang
terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki dengan adanya
sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk
mempertanggung  jawabkan keberhasilan atau  kegagalan
pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya
akuntabilitas kinerja."’

© Mardiasmo, “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui

Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance,” Jurnal Akuntansi
Pemerintah, Vol.2 Nomor 1 (2006). Hal 2-4.

16 Saprila Nur Fadila dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, “Analisis

Aakuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” JIMAT (Jurnal
llmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol :13 No: 2 (2022).

7 1bid.



Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara tahun Anggaran 2018-2021

Tah Sebelum Setelah surplus/ Perse
un Perubahan Perubahan Defisit(Rp) ntase

(Rp) (Rp) (%)
2018 |15.857.768.518,00 [18.127.945.517,00 {2.270.176.999,00 | 14,32
2019 |21.545.268.900,00 |23.272.652.772,00 |1.727.383.872,00 | 8,02
2020 [14.948.615.989,00 | 9.803.798.389,00 [5.144.817.600,00 | 34,42
2021 | 9.720.501.390,00 | 8.654.242.413,37 |1.066.258.976,63 | 89,03

Sumber: https://lampungutarakab.go.id, data diolah tahun 2022.

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018
terjadi defisit anggaran dikarenakan realisai anggaran lebih besar
dari yang dianggarkan yaitu mencapai 14,32 %, lalu pada tahun
2019 terjadi lagi defisit yaitu sebesar 80,02%. Kemudian pada
tahun 2020 dan 2021 terjadi surplus dalam realisasi anggaran,
dimana sisi penerimaan lebih besar dibandingkan sisi pengeluaran
yang mencapai persentase 34,42% pada tahun 2020 dan 89,03%
tahun 2021. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
pemerintah Kabupaten Lampung Utara masih terbilang belum
sempurna karena persentase yang belum mencapai 100%, artinya
realisasi anggaran belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan
rencana anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas Perdana E.
Nasution*® dan Rusnanda Dian Kartika, Sukamto®® menyimpulkan

® Dimas Perdana E. Nasution; Sapari, “Pengaruh Kejelasan Sasaran

Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Efisiensi Anggaran Belanja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya”, Jurnal limu dan
Riset Akuntansi, e-ISSN : 2460-0585 (2020)

® Rusnanda Dian Kartika dan Sukamto,”Pengaruh Kejelasan Sasaran

Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas
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bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja, sedangkan Herlin Gustri Mulya, Eka
Fauzihardani®®, Lutfiah Virgita Budiani, Nur Fadjrih Asyik®! dan
Deni Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar?> menyatakan bahwa
kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja, hal ini menunjukkan bahwa kejelasan
sasaran anggaran dapat mempermudah instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan  seluruh  pelaksanaan  tugasnya
sehingga berimplikasi pada akuntabilitas kinerja yang semakin
meningkat.?

Selain rencana anggaran, sistem pelaporan juga diperlukan
untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan
suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suau anggaran,
sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan
rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.**

Sistem pelaporan adalah salah satu cara dari pengendalian
akuntansi dengan adanya pengendalian maka instansi pemerintah
dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung
jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi
dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah
tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari

Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya)”,
Jurnal Akuntansi Liability, Vol. 01. No.2 (2019). 63- 83

2 Helin Gustri Mulya dan Eka Fauzihardani, ”Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntanbilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel
Pemoderasi ”, Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), e-ISSN : 2656-3649 (2022).

2 Lutfiah Virgita Budiani dan Nur Fadjrih Asyik, “Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan
Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”” Jurnal limu
dan Riset Akuntansi, e-ISSN : 2460-0585 (2021).

22 Deni Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar, “Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)”,
Jurnal Aplikasi Akuntasi, 2021, VVol.6 No.1.

2 Saprila Nur Fadila dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, op.cit., h. 474.

2 Devinka Diah Precelina dan Eni Wuryani. ‘Pengaruh Kejelasan Sasaran

Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sisten Pelaporan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang’, Agustus 2019, 1-10.
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instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan
salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya
indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat
meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah yang bersangkutan.”® Maka dari itu sistem pelaporan
sangat penting dalam pemerintahan karena semakin tinggi sistem
pelaporan yang diterapkan maka akuntabilitas Kkinerja instansi
pemerintah daerah semakin meningkat.

Tabel 1. 4
Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2021

No. | Tahun Opini BPK

2017 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2018 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2019 | Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

AW e

2020 | Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

5. 2021 | Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: https://lampungutarakab.go.id, data diolah tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018
BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) penghargaan ini didapat karena
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dinilai
sudah cukup baik dan sesuai. Kemudian ditahun selanjutnya BPK
memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada
perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019-2021.
Peurunan kualitas laporan keuangan ini terjadi selama tahun 2019
hingga 2021 dan untuk mencegah potensi potensi buruk yang

% \idaryanti and Pancawardani. ‘Analisis Pengaruh Pengendalian
Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’, Fokus Ekonomi : Jurnal llmiah Ekonomi,
15.2 (2020), 477-92 <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>.
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terjadi pihak internal perlu menyadari bahwa ada ancaman dari
berbagai sumber seperti lingkungan internal. Contoh dari
lingkungan internal adalah Kejelasan Sasaran Anggaran dan
Sistem Pelaporan. Apabila berpengaruh positif pastinya akan
djadikan tolak ukur untuk diperbaiki agar kedepannya nilai
evalusi akhir laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
menjadi lebih baik. Penurunan opini selama 3 tahun berturut turut
inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apakah
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berperan
penting dan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Lampung Utara.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau
dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan
anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk
memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan
digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan
politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.?® Pada penelitian
Dimas Perdana E. Nasution?” , Rusnada Dian Kartika Sukamto®,
Lutfiah Virgita Budiani dan Nur Fadjrih Asyrik?® dan Deni
Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar*® menyatakan bahwa sistem
pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, hal
ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan memudahkan para
penggunanya untuk memahami informasi yang nhantinya
digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan
suatu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.®
Namun Penelitian yang dilakukan oleh Herlin Gustri Mulya dan
Eka Fauzihardani®? menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan tidak
berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

% Andrew Jeklin, " Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan
Terhadap Akuntabilitas Pemerintah’, July, 2016, 1-23.

%" Dimas Perdana E. Nasution, op.cit., 17.

2 Rusnanda Dian Kartika dan Sukamto, op.cit., 81.

2 |_utfiah Virgita Budiani dan Nur Fadjrih Asyik, op.cit., 18.

% Deni Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar, op.cit., 135.

3 Saprila Nur Fadila dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, op.cit., h. 374.

%2 Helin Gustri Mulya dan Eka Fauzihardani, op.cit., 208.
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Dalam penyusunan anggaran, keuangan maupun pelaporan
sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, oleh karena
itu penyusunan anggaran dengan penerapan prinsip-prinsip
ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan. Prinsip-prinsip
ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam penyusunan anggaran
maupun pelaporan adalah; Prinsip Tauhid (Ketuhanan), Prinsip
Keadilan, Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, dan Prinsip
Pertanggungjawaban. Prinsip tersebut harus direalisasikan dalam
kehidupan sehari-hari dengan benar dan sesuai pada pedoman
kitab Al- Quran dan Hadist, bahwasanya setiap makhluk hidup
memiliki aktifitas yang akan dicatat dalam kitab amal perbuatan
dari yang kecil hingga yang besar, maka dari itu perlu adanya
perencanaan dalam melakukan suatu aktivitas dan dilakukan
dengan benar disertai kejujuran. Dalam Al- Quran surat An- Nahl
ayat 97, Allah Swt. berfirman:

4 54T T 5405 Al 8 ARATE (0 5h5 (T 51 0 03 A O 6

AV ol 158 G ol

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan”

Pada ayat di atas Allah Swt. menjelaskan bahwa akan
memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun baik laki-
laki maupun juga perempuan, apabila mau beriman dan beramal
saleh maka ia akan mendapat karunia-Nya berupa hidup bahagia.
Dan Allah akan membalas lebih tinggi apa yang kita kerjakan.
Maka dari itu kita sebagai umat muslim dalam menngerjakan
sesuatu hendaknya beriman dan beramal sholeh agar mendapakan
kesejahteraan dalam hidup. Dalam menjalani kehidupan
hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, ibadah dan
akhlak yang diajarkan dalam Islam serta mengaplikasikan prinsip-
prinsip ekonomi Islam dalam beraktivitas di bidang ekonomi dan
bisnis.

Untuk anggaran pengeluaran pun, negara juga harus
memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat. Beberapa
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syarat yang diwajibkan dipenuhi oleh negara dalam mengelola
pengeluaran negara adalah tidak diperkenakannya berlebih-
lebihan atau boros, mengutamakan kebutuhan yang mendasar
daripada kebutuhan yang kurang prinsipal. Ada semacam
keteladanan dari pejabat negara supaya tidak hidup dengan
bermewah-mewahan sehingga masyarakat akan turut berempati
terhadap kondisi negaranya. Jika kondisi ini terjadi, maka akan
terbangun kekuatan kekompakan kolektif dan seluruh masyarakat
untuk bangkit membangun negaranya.®

Abu Ubaid berpendapat bahwa bahwa andil negara begitu
besar dalam perekonomian, karena tugas negara adalah
menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan
yang disyariatkan. Melalui pengaturan administrasi keuangan
negara seefektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas
umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat
yang pada akhirnya terselenggara kegiatan ekonomi yang
berkeadilan. Abu ubaid juga berpendapat, bahwa pemerintah
harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan,
melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan
menjamin terpeliharanya mugashid syariah.>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung
Utara sebagai objek penelitian. Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan
Dinas yang mengelola asset dan keuangan seluruh instansi
pemeritahan di Lampung Utara yang mampu sebagai konteks
pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintah
yang baik (good governance). Pengembangan dan pengelolaan
keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat
daerah yang profesional. Penataan organisasi perangkat daerah
yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas,
serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

33 1.
Ibid.
3 Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan

Sejarah Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana (Prenanda Media Group), 2012.
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Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis
ingin meneliti dengan judul: ” Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Menurut Perspektif Islam (Studi Empiris Pada Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara)”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti
mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai
akuntabilitas Kkinerja yang belum mencapai target yang telah
ditentukan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yang
belum dapat diselesaikan, realisasi anggaran yang belum tepat
sasaran, serta kualitas laporan keuangan daerah yang belum baik.
Oleh karena itu nilai evaluasi pada laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah perlu ditingkatkan dengan beberapa faktor,
salah satunya adalah kejelasan sasaran anggaran dan sistem
pelaporan.

Batasan masalah perlu dilakukan supaya penelitian dapat
dilaksanakan secara lebih mendalam, maka tidak semua
diidentifikasi akan diteliti. Fokus pembahasan masalah dalam
penelitian ini adalah mengenai kejelasan sasaran anggaran dan
sistem pelaporan yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan diatas,
maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara?

2. Apakah Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan
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Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara?

3. Apakah Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan
Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara?

4. Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan diatas,
maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara .

2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara.

4. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini yang diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang
membutuhkan. Manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
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bagi perkembangan kajian ilmu akuntansi sektor
publik, khususnya mengenai akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi,
informasi serta wawasan terkait dengan kejelasan
sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap
akuntabilitas Kkinerja instansi pemerintah dalam
perspektif ekonomi islam untuk penelitian
selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dan masukan dalam menjaga
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas
wawasan dan mengaplikasikan teori yang didapat
saat proses belajar mengajar di bangku perkuliahan
dan juga guna memenuhi kewajiban tugas akhir
dalam pembuatan skripsi pada tingkat S1.

Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat sebagai refrensi untuk
penelitian  selanjutnya dan menjadi  bahan
pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan
mengenai kejelasan sasaran anggaran dan sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah menurut perspektif ekonomi islam.

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Banyak penelitian di Indonesia yang membahas mengenai
akuntabilitas dalam pemerintah, namun terdapa perbedan pada
objek, subjek maupun metode penelitian yang dipakai. Karena
banyak perbedaan inilah sehingga muncul penelitian yang baru.

1. Penelitian dari Lutfiah Virgita Budiani dan Nur Fadjrih
Asyik pada tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pelaporan
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Terhadap Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah”.
Penelitian ini menghasilkan kesimplan bahwa Kejelasan
Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap
Akuntabilitas Kinerja. Kualitas Sumber Daya Manusia
berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja.
Begitu pula Sistem Pelaporan yang berpengaruh positif
terhadap Akuntabilitas Kinerja.®

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada variabel independen, peneliti
tidak menggunakan variabel kualitas sumber daya
manusia dan pengendalian akuntansi. Selain itu teknik
pengumpulan data juga berbeda, dimana penelitian
sebelumnya menggunakan teknik kusioner dan
wawancara,  sedangkan  pada  penelitian  ini
menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Penelitian
sebelumnya juga mengolah data menggunakan SPSS
sedangkan penelitian ini menggunakan SmartPLS.
Kemudian persamaan penelitian ini dan sebelumnya
terletak pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan
Sistem Pelaporan. Penelitian ini pun menggunakan
metode yang sama yaitu metode kuantitatif.

2. Penelitian dari Rusnanda Dian Kartika Sukamto pada
tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan  Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota
Surabaya). Dapat ditarik kesimpualan pada penelitian
ini yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengendalian Akuntansi dan Variabel Sistem Pelaporan

* Lutfiah V Budiani and Nur F Asyik, “Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” Jurnal llmu Dan
Riset Akuntansi 10, no. 2 (2021): 1-20.
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berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Dinas Daerah Kota Surabaya.®
Penelitian ini mempunyai persamaan dengan
penelitian sebelumnya yaitu pada metode yang sama
dengan menggunakan metode kuantitatif, teknik
pengumpulan data pada penelitian sebelumnya
menggunakan studi pusaka dan lapangan sedangkan
pada penelitian ini menggunakan Kkusioner dan
dikumentasi. Penelitian sebelumnya juga mengolah data
dengan SPSS sedangkan penelitian ini menggunakan
SmartPLS. Kemudian untuk persamaannya penelitian
sebelumnya dan juga penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dan mempunyai variabel yang sama.
3. Penelitian dari Medelyn Sonya Mikoshi pada tahun2020
yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Angaran,
Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi empiris Koni Se
Sumatera Barat). Penelitian ini  menghasilkan
kesimpulan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran secara
parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja. Pengendalian Akuntansi secara parsial
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja, sedangkan
Sistem pelaporan secara parsial tidak berpengaruh
terhadap Akuntabilitas Kinerja. Namun secara simultan
Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
dan Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Koni Se Sumatera Barat.*’
Persamaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya ada pada variabel independen dan
dependennya, sedangkan untuk perbedaan terdapat pada

*® Rusnanda Dian Kartika and Sukamto, “Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran , Pengendalian Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Empiris Pada Dinas

Daerah Kota Surabaya )” 01, no. 2 (2019): 63-83.

¥ Medelyn Sonya Mikoshi, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,

Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi
Empiris Koni Se Sumatera Barat),” Ekonomis: Journal of Economics and Business 4,
no. 1 (2020): 192, https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4il.116.
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variabel pengendalian akuntansi yang tidak ada dalam
penelitian ini serta lokasi penelitian dilakukan di tempat
yang berbeda. Peneliti menggunakan melakukan
penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara.

4. Penelitian dari Rio Pratama, Hendri Agustin dan Salma
Taqwa pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh
Pengendalian  Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan
Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah”. Hasil dari penelitian ini
yaitu Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja, sedangkan
pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran tidak
berpegaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan di Kab. Padang Pariaman.*®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya yaitu terdapat pada variabel dependen dan
juga meode penelitian yaitu menggunakan metode
kuantitatif. Sedangkan untuk perbedaan terdapat pada
objek penelitian dimana penelitian  sebelumya
menggunakan seuluruh instansi pemeintahan sedangkan
peneliti  hanya menggunakan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara,
serta peneliti tidak menggunakan variabel pengendalian
akuntansi.

5. Penelitian dari Dimas Perdana E. Nasution dan Sapari
pada tahun 2020 yang berjudul “ Pengaruh Realisasi
Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Efisiensi
Angaran Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini yaitu
variabel Realisasi Anggaran dan Pengendalian
Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas

* Rio Pratama, Henri Agustin dan Salma Tagwa, “Analisis Pengaruh
Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” Jurnal Eksplorasi Akuntansi,
1(2019) Seri D, 429-444
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Kinerja. Lalu, terdapat pengaruh positif terhadap
Akuntabilitas Kinerja yaitu dari Efisiensi Anggaran.
Penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian
sebelumnya dari segi variabel independen, pada
penelitian ini variabel independen ditambah dengan
variabel sistem pelaporan, variabel realisasi anggaran
diganti dengan kejelasan sasaran anggaran, serta
variabel pengendalian akunansi tidak digunakan
peneliti. Persamaanya terdapat pada variabel dependen
dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif.

6. Penelitian dari Awwaliyah Nur Azizah dan Dini
Widyawati pada tahun 2020 yang berjudul”’Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya
Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan
bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber
Daya Manusia dan Sistem Pelaporan ketiganya
berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada OPD Surabaya. *°

Perbedaan terdapat variabel independen dimana
penelitian dahulu menggunakan kualitas sumber daya
manusia sedangkan penelitian ini menggunakan
variabel pengendalian akuntansi, metode analisis pada
penelitian sebelumnya menggunakan SPSS sedangkan
peneliti meggunakan SmartPLS. Untuk persamaan
penelitian ini dan sebelumnya terletak pada sampel
yang menggunakan teknik yang sama yaitu purposive
sampel serta terdapat persamaan pada variabel
dependen.

*° Dimas Perdana E. Nasution and Sapari, “Pengaruh Realisasi Anggaran,
Pengendalian Akuntansi, Dan Efisiensi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surabaya,” n.d., 1-20.

%0 Awwaliyah Azizah, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas

Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja.,”
Jurnal llmu Dan Riset Akuntansi 1, no. 1 (2020): 1-14.
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H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada penellitian ini disusun dalam
bentuk, sebagai berikut:

1.

Bagian Awal

Bagian awal pada skripsi berisi cover skripsi,

halaman sampul, halaman abstrak, halaman

pernyataan orasionalitas, halaman persetujuan,

halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar

gambar dan daftar lampiran.

Bagian Subtansi (Inti)

Bagian inti skripsi ini terdiri dari:

BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian terdahulu yang
relevan dan sistematika penulisan

BAB Il LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Pada bab ini berisi teori-teori mengenai
kejelasan sasaran anggaran, pengendalian
akuntansi, sistem pelaporan, akuntabilitas
kinerja, kerangka pikir dan hipotesis

BAB Il METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi waktu dan tempat
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian,
populasi, sampel dan pengumpulan data,
definisi operasional variable, instrument
penelitian, uji vaiditas dan reabilitas data, uji
hipotesis

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan
pembahasan hasil penelitian data analisis
secara kuantitatif
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BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta
rekomendsi peneliti untuk penelitian

3. Bagian Akhir
Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar rujukan
dan lampiran



BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan
1) Teori Akuntansi Positif
Teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika

Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang

berjudul “Towards a Positive Theory of The Determination

of Accounting Standart” pada tahun 1978. Artikel tersebut
telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma
riset akuntansi yang dominan yang berbasis empiris kualitatif
dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik
atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau
mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi
dikemudian hari.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) ada 3
hipotesis dalam teori akuntansi positif:

a. Hipotesis rencana bonus: jika perusahaan merencanakan
bonus berdasarkan net income, maka perusahaan tersebut
akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser
pelaporan earnings masa datang ke periode sekarang.
Dengan kata lain, dengan adanya hipotesis Rencana
Bonus ini, manager (agent) cenderung menaikan laba
sehingga menaikkan bonus yang akan dia dapat. Hal ini
membuat laporan keuangan perusahaan semakin tidak
konservatif.

b. Hipotesis kontrak hutang: perusahaan cenderung untuk
menurunkan  rasio  hutang/ekuitas dengan cara
meningkatkan laba sekarang dengan menggeser dari
laba- laba periode besok. Motivasi perusahaan
melakukan ini adalah untuk menghindari kedekatan
terhadap kovenan hutang dan untuk mendapatkan suku
bunga pinjaman yang lebih rendah, karena semakin
rendah rasio hutang/ekuitas semakin rendah risiko
kebangkrutan perusahaan.

24
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c. Hipotesis biaya politik: perusahaan cenderung untuk
menurunkan laba sekarang dengan menggeser ke laba-
laba periode besok. Motivasi perusahaan melakukan ini
misalnya untuk menghindari tekanan politik seperti
tuduhan monopoli dengan menunjukkan laba perusahaan
tidak berlebihan seperti yang dicurigai, melobi ke
kongres untuk melindungi industri dari barang impor
yang menyebabkan keuntungan industri merosot,
menghindari tuntutan serikat kerja dengan menunjukkan
bahwa laba perusahaan menurun dan lain sebagainya.
Perusahaan dapat menurunkan laba dengan merubah
metode atau prosedur akuntansi.*

Kehadiran teori akuntansi positif telah memberikan
sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi.
Adapun  kontribusi  teori akuntansi positif terhadap
pengembangan akuntansi adalah menghasilkan pola sistematik
dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik
terhadap pola tersebut, memberikan kerangka yang jelas
dalam memahami akuntansi, menunjukkan peran utama
contracting cost dalam teori akuntansi menjelaskan mengapa
akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam
memprediksi pilihan-pilihan akuntansi, mendorong riset yang
relevan dimana akuntansi menekankan pada prediksi dan
penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Dorongan terbesar
dari teori akuntansi positif dalam akuntansi adalah untuk
menjelaskan (to ecplain) dan meramalkan (to predict) pilihan
standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat
dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya
dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya
ekonomi.

Teori akuntansi positif mengungkapkan bahwa dalam
menyakjikan dan melaporkan keuangan kepada para pemakai
dijelaskan mengapa praktik akuntansi tersebut digunakan serta

! Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, Salehudin Yunus, “Konservatisme
Akuntansi : Telaah Mendalam dalam Kerangka Teori Akuntansi Positif ., Jurnal
Penelitian Universitas Kuningan., VVol. 12 Nomor 02.2021.119-129.
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memberi prediksi untuk fenomena akuntansi yang mendatang.
Teori akuntansi positif didasarkan pada adanya dalil bahwa
manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur adalah
rasional dan bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan
kegunaan mereka yang secara langsung berhubungan dengan
kompensasi mereka, dan tentunya kesejahteraan mereka pula.
Pilihan atas suatu kebijakan akuntansi oleh beberapa
kelompok tersebut bergantung pada perbandingan relatif biaya
dan manfaat dari prosedur akuntansi alternatif dengan cara
demikian untuk memaksimalkan kegunaan mereka.?

2) Teori Transparansi

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi
pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi
adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan organisasi
pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan
informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik
yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan
preferensi  publik. Menurut Mardiasmo, 2002 teori
transparansi berarti keterbukaan organisasi pemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang
membutuhkan informasi.’

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi adalah
memberikan informasi keuangan secara terbuka dan dengan
kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.

? Herlin Tundjung Setijaningsih, “Teori Akuntansi Positif Dan Konsekuensi
Ekonomi,” Jurnal Akuntansi Vol XVI, No. 03 (2012) 427-438.
% Medelyn Sonya Mikoshi, op.cit.
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Teori transparansi menunjuk pada suatu keadaan
dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan
bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para
pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala
aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan,
biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak
dan kewajiban penyelenggara dan penggunaan layanan
dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan
dipahami oleh publlik, maka praktik penyelenggaran
pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.
Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses
penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya
sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya,
maka penyelenggara pelayanan itu tidak memenuhi kaidah
transparansi. Dalam peraturan pemerintah Nomor 58 tahun
2005 Tentang Pengeolaan Keuangan Daerah dinyatakan
bahwa keuangan daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilalan,
kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. *

3) Teori Ekonomi Islam

Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam
islam dengan prinsip ilahiyah, harta yang ada pada manusia
hakekatnya bukan miliknya, melainkan hanya titipan dari
Allah SWT. Agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi
kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan
kembali kepada Allah SWT. untuk dipertanggungjaabkan.
Yusuf Qardhawi pada tahun 1997 berpendapat bahwa teori
ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi
Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat
dengan arahan dan nilai-nilai llahiyah. Dikatakan ekonomi
Insani  karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan

* Nurhayati, “Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di
Indonesia,” Trias Politika Vol 1 No. 2 (2017).
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ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Keimanan sangat
penting dalam teori ekonomi Islam, karena secara langsung
akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk
kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera dan preperensi
manusia.

Teori Ekonomi Islam Secara terminologi adalah
sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi bedasarkan
prinsip-prinsip Islam. Tujuan teori ekonomi Islam adalah
sebagaimana tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu segala
aturan yang diturunkan Allah SWT. Dalam sistem Islam
mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan,
keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan,
dan kerugian pada seluruh ciptannya-Nya. Demikian dalam
hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai
kemenangan di dunia dan di akhirat.”

Untuk membangun teori Islam maka diperlukan
panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan
aktivitasnya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam vyaitu;
Prinsip Tauhid (KeEsaan Tuhan), ‘Adl (Keadilan),
Nubuwwah (Kenabian) sifat-sifat yang harus diteladani oleh
manusia adalah Shidig (benar, jujur) amanah (tanggung
jawab) fathonah (cerdik, bijaksana, intelektual) dan tabligh
(menyampaikan kebenaran), Khilafah (Pemerintah) serta
Ma’ad (Hasil).® Untuk itu dalam penyusunan rencana kinerja,
melakukan kinerja maupun penyampaian laporan kinerja
setiap umat muslim diharuskan untuk menerapkan prinsip-
prinsip Islam dalam melakukan aktivitas ekonominya, karena
apa yang kita lakukan tidak hanya dilihat oleh public tetapi
akan disaksikan juga oleh Allah SWT. dan dimintai
pertanggungjawabannya.

15

® Itang, Teori Ekonomi Islam. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015).
® Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 14-



29

4) Kejelasan Sasaran Anggaran
a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang
dinyatakan  dalam  ukuran  financial.”  Anggaran
mempunyai posisi yang sangat penting di dalam
pengendalian manajemen vyaitu dipergunakan untuk
mengevaluasi kinerja pegawai dan juga sebagai informasi
perencanaan keuangan.

Anggaran itu sendiri bisa menimbulkan perilaku dan
sifat manusia yang merujuk kepada sifat negatif dan
positif. Perilaku negatif akan muncul ketika dalam proses
penyusunan suatu anggaran dapat terjadi perilaku yang
tidak seharusnya dan malah bertentangan dengan apa
yang menjadi tujuan di dalam perusahaan dan salah satu
wujud dari yang bertentangan itu sendiri merupakan
kesenjangan anggaran, dan di dalam anggaran itu bisa saja
bisa dilihatkan bagaiamna orang benar- benar
bertanggung jawab atau pekerjaan yang telah diberikan
dan sesuai pada standarnya tanpa haru menaikan apa yang
seharus nya mereka kerjakan.®

Sasaran Anggaran

Adanya sasaran anggaran Yyang jelas akan
mempermudah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau  kegagalan pelaksanaan  tugas
pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan ketidakjelasan
sasaran anggaran akan menyebabkan tidak adanya
pedoman dan acuan dalam bekerja.’

’ Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 61
® Richard Arya Prakasa, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap

Kesenjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi” 2,
no. 1 (2020): 2590-2602.

® Rahmawati Anisa and Rahayu Sri, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran

Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Implikasi pada penurunan kinerja yang berarti juga
penurunan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun
sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan
secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
akan meningkat."

c. Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan seberapa
jauh tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara spesifik
dan jelas sehingga anggaran tersebut mudah dimengerti
olen penanggung jawab atas pencapaian anggaran
merupakan penjelasan dari kejelasan sasaran anggaran.
Anggaran pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah.*

Kejelasan sasaran anggaran diharapkan akan
mempermudah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi
dalam rangka untuk mencapai sasaran Yyang telah
ditetapkan sebelumnya, sehingga secara tidak langsung
dapat mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah
karena menggambarkan sasaran kinerja secara jelas."

d. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran
Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan
dengan lima indikator sebagai berikut :

(Studi Pada SKPD Di Kota Bandung Tahun 2018),” Jurnal llmiah llmu Ekonomi 3
(2019): 1-9.

' Ibid, h.59.

1 Riska D Fitriana, Nur Hidayati, and M Cholid Mawardi, “Kejelasan
Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo,” Jurnal
limiah Riset Akuntansi 07, no. 02 (2018): 91-103.

2 Ari Sarwo Indah Safitri, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan
Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris
Kabupaten Mamuju Tengah),” Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)
2, no. 2 (2019): 1-13, https://doi.org/10.37888/bjra.v2i2.188.
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1)

2)

3)

4)

5)

Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara
spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang
bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan
kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau
tindakan terbaiknya.

Terukur

Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran
tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat
pencapaiannya.  Meliputi: ~ perencanaan  jangka
menengah, perencanaan tahunan, evaluasi,
pemantauan, dan pengendalian.

Menantang tapi realistis

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap
realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
Meliputi: luas daerah pemasaran yang ingin dicapai,
market share yang ingin dimiliki.

Berorientasi pada hasil akhir

Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh
akhir yang akan dicapai bukan pada proses atau cara
mencapainya. Meliputi: sasaran program yang telah
ditetapkan dan evaluasi terhadap kesulitan sasaran
yang dicapai.

Memiliki batas waktu

Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil
atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan
dicapai. Meliputi: program Kkegiatan yang sesuai
dengan tujuan dan sasaran anggaran yang dibuat dan
program harus disertai target sasaran output dan
outcome.™

? Niswatul khumaidah, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan

Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan
Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Malang”, (Jurnal Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 39
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e. Kejelasan Sasaran Anggaran Perspektif Islam
Dalam pandangan Islam pemahaman mengenai
perancangan suatu anggaran harus dengan teliti, hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, QS
An-Nisa 04, Ayat 94:

1525 3 1,28 A1 ol 25575 13) 15200 gl

=
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi
(berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah
keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada
orang yang mengucapkan “salam” kepadamu, “Kamu
bukan  seorang  yang  beriman,”  (lalu  kamu
membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda
kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang
banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah
memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah.
Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu

kerjakan”.

At- tabayyun yang artinya ialah mencari kejelasan
hakekat suatu fakta dan informasi atau kebenaran dengan
teliti, seksama dan hati-hati. Hal tersebut dimaksudkan
juga untuk membuat kejelasan terhadap anggaran yang
dipakai sesuai dengan fakta dan informasi yang benar
adanya secara seksama dan hati-hati agar anggaran
tersebut dapat digunakan secara maksimal.
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5) Sistem Pelaporan
a. Definisi Sistem Pelaporan

Di sektor publik, laporan keuangan memiliki andil
penting dalam menghasilkan akuntabilitas. Informasi
keuangan yang ada di laporan keuangan menjadi landasan
dalam  mempertimbangkan  keputusan.  Informasi
keuangan sebagai alat guna menjalankan akuntabilitas
publik seefektif mungkin, dan tidak termasuk sebagai
tujuan final dari akuntansi sektor publik.'*

Pentingnya Laporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban
untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua
aktivitas serta  sumber  daya  yang harus
dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud
dari proses akuntabilitas kinerja. Setiap instansi pemeritah
berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan
melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik dan
melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah
merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan ~ pencapaian  kinerja  instansi
pemerintah satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah.*

Indikator Sistem Pelaporan
Menurut Moh. Mahsun, 2015 indikator sistem
pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

¥ Nur Ariyandani, Lukman Chalid, and Nur Alam Umar, “Pengaruh

Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja,” Tata Kelola 7, no. 1 (2020): 19-27,
https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i1.69.

% Nurchasanah and Mildawati, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,

Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial.”
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a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara periodic.

b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
untuk kepentingan masyarakat.

¢) Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan perimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antar Generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui
kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.*®

18 Mahsun dkk. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga (BPFE: Yogyakarta),
2013.
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6) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah
1) Definisi Akuntabilitas Kinerja

Kewajiban suatu organisasi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan
misi organisas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalu sistem pertanggung jawaban
secara periodic melalui media berupa laporn akuntablitas
kinerja pemerintah.*’

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban
dalam pelaksanaan misi organisasi dalam rangka
mencapai maksud dan target yang sudah ditetapkan
organisasi tersebut melalui media secara berkala.'®
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan dari
penyelenggaraan otonomi daerah, sedangkan anggaran
digunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja
pemerintah daerah.’® Oleh karena itu, akuntabilitas
(pertanggungjawaban) pemerintah daerah berkaitan erat
dengan  anggaran  pemerintah  daerah.  Bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah yaitu dengan
mempersiapkan, menyusun, serta menyajikan informasi
kinerja secara tertulis, berkala, serta melembaga.

2) Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang
kompleks dimana pelaksanaannya dianggap lebih rumit
apabila dibandingkan dengan pemberantasan korupsi,
karena pemberantasan korupsi sesungguhnya merupakan

| Dewa Ayu Mita Andriani B, | Made Wianto Putra, and Ni Putu
Riasning, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
Pengendalian Manajerial, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Badung,” Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 1, no. 2 (2020):
46-53, https://doi.org/10.22225/jraw.1.2.1839.46-53.

18 yulianto, A. R. & Muthaher, O. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,
Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pati, Tirtayasa Ekonomika, 14(2) (2019), 204-219.
doi:10.35448/jte.v14i2.6478.

¥ Haryanto & Arifuddin , Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (Semarang: UNDIP Press, 2018).
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dampak positif atas terlaksananya akuntabilitas.
Mengingat rumitnya pelaksanaan akuntabilitas maka di
dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah memuat tahapan-tahapan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
yang berisi :

a) Perencanaan Strategis

b) Perencanaan Kinerja

¢) Pengkuran Kinerja

d) Pelaporan Kinerja

e) Evaluasi Kinerja.?

3) Indikator Akuntabilitas Kinerja

Dalam kinerja terdapat 6 (enam) jenis indikator

menurut Mahsun, 20086, yaitu:

a) Indikator Masukan (Input)
Indicator masukan adalah segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
untuk menghasilkan keluaran.

b) Indikator Proses (Process)
Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan
ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan
maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan
tersebut.

c) Indikator Keluaran (Output)
Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang
berupa fisik dan nonfisik.

d) Indikator Hasil (Outcomes)
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung),

% Kartika and Sukamto, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran ,
Pengendalian Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota
Surabaya ).” H, 69.
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4)

e) Indikator Dampak (Impact)
Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif.

f) Indikator Manfaat (Benefit)
Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.**

Akuntabilitas Kinerja dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya
ditujukan kepada masyarakat (stakeholders) dalam tataran
horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal
yaitu kepada Allah SWT. Islam Memiliki pandangan
bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban
seseorang manusia sebagai khalifah dibumi kepada sang
pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah
dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap
manusia harus mempertanggangjawabkan apa yang telah
dikerjakan atau diperbuat.?? Adapun tentang akuntabilitas
yang dijelaskan dalam Al-Qur’an yang berbunyi :

3..2
238, g~ &
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan  amanat kepada yang  berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

2 Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik Cetakan Pertama.
(Penerbit BPFE: Yogyakarta), 2006.

22 Muhammad ridwan, “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil
(Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen), Jurnal Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara 2016, h. 5.
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yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S.
Annisa 04 ayat 58)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahakan kepada
para penguasa atau pemangku jabatan yang memiliki
wewenang dalam menetapkan suatu hukum untuk berlaku
secara adil, karena keadilan mendekatkan pelaku kedalam
ketagwaan. Ibnu Tamiyah menegaskan bahwa wajiblah
atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas
kaum muslimin kepada orang yang kompeten dalam
bidangnya. pemimpin juga harus menyadari bahwa
kepemimpinan yang dijalankan bukan semata mata hanya
disaksikan oleh masyarakat tetapi Allah melihat, karena
itu seharusnya pemimpin menyadarkan dirinya dan
memohon bimbingan kepada Allah.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam
merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip
ekonomi Islam yang menjadi acuan bagi seluruh aktivitas
ekonomi dalam Islam. Hendaknya dalam menjalankan
aktivitas ekonomi Islam menerapkan prinsip-prinsip
ekonomi Islam, yaitu:*

a) Tauhid, prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya
keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di
bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan
manusia hanya diberi amanah untuk memiliki,
mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara.

b) Akhlak, prinsip ini merupakan bentuk dari
pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki nabi dan
rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu
shidig (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran),
amanah (dapat dipercaya) dan fathanah (intelek).

¢) Keseimbangan, prinsip keseimbangan ini tidak hanya

2 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.
Depok: PT RajaGrafindo Persada: 2018.
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d)

diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga
berkaitan dengan kepentingan perorangan dan
kepentingan umum serta keseimbangan antara hak
dan kewajiban.

Kebebasan individu, kebebasan ekonomi adalah
tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena
kebebasan  ekonomi  bagi  setiap  individu
menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian
yang bersendikan keadilan.

Keadilan, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan
semua tindakan manusia dalam kehidupan.
Pemerintah  berhak dan berkewajiban  untuk
menstabilkan dan mengembalikan keseimbangan
serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Kerangka Pemikiran

_______________ A 4

Kejelasan Sasaran
Anggaran

(X1)

Akuntabilitas Kinerja

Sistem Pelaporan
(X2)

Instansi Pemeritntah
(Y)

Perspektif Ekonomi
Islam

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

X1 (Variabel Independen) :Kejelasan Sasaran Anggaran
X2 (Variabel Independen) :Sistem Pelaporan
Y (Variabel Dependen) :Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemeritah
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Instansi pemerintah adalah pemerintahan daerah yang
mempertanggungjawabkan  penyelenggaraan  pemerintah
daerah kepada kepala daerah. Pemerintah harus mempunyai
program prioritas yang berorientasi kepada kepentingan
publik yaitu melalui kejelasan sasaran anggaran dan sistem
pelaporan. Anggaran dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sehingga tercapainya
anggaran, tercapai pula sasaran pemerintah daerah. Sistem
pelaporan digunakan sebagai alat dalam memantau,
mengendalikan, dan penyusunan anggaran di suatu instansi
pemerintahan.?*

C. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur
pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan
daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara
jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Munawar (2006) kejelasan
sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar
anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah
harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti
olen mereka yang bertanggungjawab untukmenyusun dan
melaksanakan kegiatan anggaran. Jika kejelasan sasaran
anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja
pemerintah  semakin  meningkat.  Sehingga  dapat
meningkatkannya kejelasan sasaran angaran akan berpengaruh
pada meningkatnya akuntabilitas kinerja.?®
Pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sejalan
dengan penelitian Ayu Nadya Firdausi dan Nur Handayani
(2021) yang menyatakan bahwa variable kejelasan sasaran

% Azizah, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya
Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja.”

%> Rio Pratama, Henri Agustin dan Salma Tagwa, op.cit.
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anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja
pemerintah daerah.?® Silvia Yunita Rakhma dan Endah
Sulistyowati (2021) berpendapat bahwa kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
pemerintah kota Surabaya.”” Penelitian Khairunsyah dan Efni
(2018) menyatakan bahwa kejelesan sasaran anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.?®

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini
adalah:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

2. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan dalam
memantau dan mengendalikan kinerja manjerial dalam
mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam
lingkungan sektor publik untuk menciptakan akuntabilitas
publik.?® Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban
untuk mempresentasikan dan melaporkan Kkinerja semua
aktivitas serta sumber daya yang harus

26 Ayu Nadya Firdausi, Nur Handayani, *Pengaruh Parisipasi Anggaran,

Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 10 (8), (2021).

%7 Silvia Yunita Rakhma, Endah Sulistyowati, “ Determinan Penganggaran,
Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi
Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja”. Jurnal llmu dan Rise Akuntansi (JIRA)
10 (8), (2021).

28 Khairunsyah, Efni, “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggara, Sistem
Pelaporan, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kampar)”, Jurnal Tepak Manajemen Bisnis.Vol. X. No. 1 (2018) hal. 64-
78.

2 Awwaliyah Nur Azizah dan Dini Widyawati, op.cit.
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dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari
proses akuntabilitas kinerja.*® Setiap instansi pemerintah
diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun serta melaporkan
laporan secara periodik.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah selaras dengan penelitian AR
Mulyadi, Syamsidar dan Dedy Efendy (2018) yang
menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.
Penelitian Deni Harianto dan Arumega Zarefar menyatakan
bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hilir.*?

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini
adalah:

H2: Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting
dalam membantu aparatur pemeritah daerah untuk
mendapatkan informasi yang cukup dan mencapai sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran anggaran yang tidak

3% Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga,
2010)

L AR Mulyadi, Syamsidar, Dedy Efendy. “Pengaruh Sistem Pelaporan Dan
Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh)”. Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan

Kewirausahaan 2 (2),95-101. (2018).

2 Deni Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar. “ Pengaruh Kejelasan

Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
(AKIP)(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hillir’. Jurnal
Aplikasi Akuntansi. Vol 6 No. 1 (2021).
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jelas  atau  membingungkan  akan  mengakibatkan
ketidakpastian  kepada para pelaksananya sehingga
berimplikasi pada menurunnya suatu kinerja yang berarti juga
menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya
kejelasan sasaran anggaran akan membuat para pelaksana
anggaran  lebih  mempertanggungjawabkan  kinerjanya
sehingga dapat menigkatkan akuntabilitas Kkinerja instansi
pemerntah.® Sistem pelaporan merupakan suatu sistem yang
menjadi pertanggungjawaban bawahan kepada atasan atas
segala aktivitas yang telah dilakukan dalam suatu periode
tertentu untuk dapat meningkatkan akuntabilitas Kinerja
instansi pemeritah. Sistem pelaporan ini nantinya akan
memberikan ~ gambaran  kepada  pihak-pihak  yang
berkepentingan terkait dengan Kinerja suatu instansi
pemerintah daerah. Sistem pelaporan memiliki peran penting
dalam mengurangi tingkat ketidakpastian atas suatu masalah
yang dihadapi oleh pengambil keputusan dan memunculkan
tindakan yang tepat dalam mengatasi suatu permasalahan
yang terjadi.*

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas Kkinerja sesuai dengan
penelitian oleh Andi Muhammad Nurul Afdhal dan Asmi
Rahayu (2021) yang menghasilkan penelitian bahwa kejelasan
sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada organisasi
perangkat daerah kabupaten soppeng.®* Penelitian Yogi

33 Saprilia Nur Fadila dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, “Analisis

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” JIMAT (Jurnal
llmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Indonesia,” Vol:13 No:2

(2022)

3 Pitaloka, J. J., & Handayani, N. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada OPD Provinsi Jawa Timur),” Jurnal llmu dan Riset
Akuntansi, 8(1), (2019) 1-20

® Andi Muhammad Nurul Afdhal, Asmi Rahayu. “Pengaruh Sistem

Pengendalian Manajemen, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah”. SEIKO: Journal of
Management & Business 4 (2), 311-32, (2021).
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Isnanto, Suharno dan Bambang Widarno (2019) menghasilkan
bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.*

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini
adalah:

H3: Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

3 Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno, “ Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah”. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi 15.
(2019).



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai
“Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara)” dapat
disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejelasan
sasaran anggaran (X1) terhadap akuntabilitas Kinerja instansi
pemerintah (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara. Dimana
semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran, maka akan
semakin tinggi pula akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem
pelaporan (X2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (Y) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara. Dimana
semakin tinggi tingkat sistem pelaporan, maka akan semakin
tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Kejelasan sasaran anggaran (X1) dan sistem pelaporan (X2)
memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas Kinerja
instansi pemerintah (Y). hal ini dapat dilihat dari hasil
pengujian nilai R Square pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau
simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,689 dengan
nilai Adjust R Square diperoleh 0,674. Artinya variasi
variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan
memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebesar 69%. Atau berpengaruh kuat dan sisanya
31% dipengaruhi variabel lain.
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4. Menurut perspektif ekonomi Islam mengeani akuntabilitas

kinerja instansi  pemerintah, pemerintah  hendaknya
menerapkan prinsip Islam dalam menjalankan aktivitas
perekonomian yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan
individu dan keadilan.prinsip itu perlu diterapkan agar
perekonomian terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga dapat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat
terjaga dengan baik.

B. Rekomendasi

Pokok pemikiran dari penelitian ini ada beberapa yang bisa

dijadikan sebagai saran:
1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Lampung Utara diharapkan untuk terus
meningkatkan akuntabilitas kinerjanya melalui kejelasan
sasaran anggaran dan sistem pelaporan agar dapat tercapainya
taget maksimal yang diharapkan pada laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, karena dua variabel tersebut
terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Bagi akademisi diharapkan dengan adanya peneltian ini dapat
diijadikan bahan refrensi dalam pembelajaran maupun untuk
penelitaian selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan
penelitian lebih mendalam mengenai kejelasan sasaran
anggran, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dengan variabel tambahan yang mendukung
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, metode analisis
berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda.
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Keterangan:

STS: Sangat Tidak Setuju
TS: Tidak Setuju

N: Netral

S: Setuju

SS: Sangat Setuju

1. KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X1)

PILIHAN

No. PERNYATAAN
STS| TS | N S | SS

L] Ada kejelasan sasaran
anggaran pada badan ini.

2. Ada spesifikasi  sasaran
anggaran pada satuan kerja
ini.




Saya dapat  mengetahui
tingkat kepentingan sasaran
anggaran pada setiap
anggaran

Saya dapat mengetahui secara
jelas  outcome/hasil  yang
harus dicapai pada setiap
program dan kegiatan.

Anggaran yang dibuat telah
mempertimbangkan skala
prioritas.

Indikator Kinerja untuk setiap
kegiatan yang tercantum
dalam anggaran telah
terdefinisi dengan jelas dan
terukur.

Ketidakjelasan sasaran
anggaran  perlu  dihindari
dalam penentuan rencana
anggaran  dimasing-masing
unit.

Untuk membuat suatu laporan

keuangan diperlukan
perencanaan seara
komprensif.

Kejelasan sasaran anggaran
suatu program harus
dimengerti oleh semua aparat
dan pemimpin

1(¢

Penyusunan laporan
keuangan disesuaikan yang
sesuai dengan bidang

organisasi




11

Pelaksanaan kegiatan telah
dikontrol dengan ukuran atau
indikator kinerja yang jelas
untuk menilai tingkat
keberhasilan suatu program/
kegiatan/proyek.

2.

SISTEM PELAPORAN (X2)

No

PERNYATAAN

PILIHAN

STS

TS

N

SS

1.

Laporan keuangan untuk
tujuan umum dari unit
pemerintah yang ditetapkan
dari  entitas  pelaporan
disajikan secara
terkonsolidasi menurut
pernyataan ~ SAP  agar
mencerminkan satu
kesatuan entitas.

Dalam menjamin konsisten
pelaporan keuangan daerah
saya menggunakan
kebijakan akunntansi yang
mengatur perlakuan
akuntansi dalam penerapan
SAPD.

Laporan menyajikan
laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan




Catatan  atas  Laporan
Keuangan berdasarkan PP
No. 71 Tahun 2010.

4. | sistem pelaporan
memperhatikan  ketepatan
waktu dalam pembuatan
laporan secara periodik.

5.

Laporan pelaksanaan
kegiatan diterbitkan setiap
bulannya.

3. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)
PILIHAN
No PERNYATAAN
STS | TS | N SS
L. Adanya keterkaitan yang
erat antara  pencapaian
kinerja dengan program dan
kebijakan.
2. | visi dan misi program
perlu ditetapkan sesuai
rencana strategik organisasi
3. | Indikator kinerja  perlu
ditetapkan untuk setiap
kegiatan atau program
4. | Melakukan analisis
keuangan setiap kegiatan
atau program  selesai
dilaksanakan.
5.

Membuat laporan pada
atasan setiap kegiatan atau
program yang telah
dilaksanakan.




Melakukan  pengecekkan
terhadap jalannya program.

Pelaksanaan kegiatan telah
dikontrol dengan ukuran
atau indikator kinerja yang
jelas untuk menilai tingkat
keberhasilan suatu kegiatan
atau program.

Kegiatan/program yang
disusun telah
mengakomodir setiap
perubahan dan tuntutan
yang ada di masyarakat.

LAKIP digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam
merencanakan program/
kegiatan selanjutnya dan
diterbitkan sesuai dengan
waktu yang ditentukan.
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Tabulasi Jawaban Responden

Variabel X1
Kejelasan Sasaran Anggaran

Al A ES I To R RS SRS RSl RS RS Sl I To IR S RS RS RS di e RS N AT B RS JN RS gl RS o
v 4
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Variabel X2
Sistem Pelaporan

SP5

SP4

SP3

SP2

SP1

No

10.
11.

12.
13.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,




14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22,

23.
24,
25.

26.

217.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.




Variabel Y
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No |AKIP |AKIP |AKIP |AKIP |AKIP |AKIP |AKIP |AKIP |AKIP

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.




32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.

43.
44,




LAMPIRAN VI
Data hasil perhitungan SmartPLS

Diagram Variabel Pertama

B DATA AKIP FIX.txt &E “DATA AKIP FiX.splsm 2 | [l PLS Algorithm (Menjalankan No. 2)
[t AKIP1
X -
(SR AKIP2
" - ~
KSA11 08011  Akip3
0727 |~
(= ~-0.880 AKIP4
“0.801°
KSA3 o AKIPS
0350
KSA4 AKIPG
KSAS AKIP7
KSAB ) AKIPS
0,523
KSA7 AKIPS
=
KSAS
-
KSA9
,-’/‘. - ”"\_7_\
0.850 gas7 0779 0.769
—
- > —
P + s
sP1 sp2 SP3 sPa SP5
AKIP1
=
AKIP2
Ay
08011 Agip3
AKIP4
0.329 AKIPS5
0. AKIPG
,/ Y Q77T A
- o784 AKIP7
M—
0.543 AKIPS

/ AKIP9

— T~
-

— -~
0850 pga7 %3, 0779 0769

— 1 N

SP1 spP2 SP3 SP4 SP5




Outer Loading

- X
S 4 g D <)>) (R
vienyembunyikan Nilai Mol Meningkatkan Desimal Kurangi Angka Desimal Ekspor ke Excel Ekspor ke Web Ekspor ke R

£ DATA AKIP FiXtt @ *DATA AKIP FiX splsm il PLS Algorithm (Menjalankan No. 1) &

Outer Loading
Matriks Salin ke Clipboard: | Format Excel | Format R
~
KSA1 0.862
KSA10 0.802
KSA11 0.795 v
Hasil Akhir + Kriteria Kuali Hasil Sementara Basis Data =
Koefisien Jalur R Square Perubahan Kriteria Berhenti Pengaturan
Efek Tidak Langsung  f Square Inner Model
Pengaruh Total Validitas dan Reliabilitas Konstruk Outer Model
Quter Loading Validitas Diskriminan Data Indikator [Original}
Outer Weight Collinearity Statistik (VIF) Data Indikator (Standardisasi)
Variabel Laten Eit Modl Data Indikator (Korelasi)
Residual Kriteria Seleksi Model e
Outer Loading
Matriks Salin ke Clipboard: | Format Excel | Format R
x1 x2 ¥ A
KSAZ 0.811
KSA3 0.813
KSAS 0.794
KSAB 0.830
KSAT 0.833
KSAB 0.809
KSA9 0.836
sP1 0.850
sp2 0.827
SP3 0817
SP4 0.779
SPS 0.769 v
Hasil Akhir + Kriteria Kualitas Hasil Sementar; Basis Data -
en Jalur R Square Perubahan Krites Pengaturan
1 Square Inner Model
Validitas dan ilitas Konstruk Outer Model
Validitas Diskriminan Data Indikator (Original)
Outer Weight Collinearity Statistik (VIF) Data Indikator (Standardisasi)
Variabel Laten Fit Modef Data Indikator (Korelasi)
v

K Seleksi Model




Uji Reliabilitas

] w3 (7]
EL £p3 “:0
Menyembunyikan Nilai Nol Meningkatkan Desimal Kurangi Angka Desimal Ekspor ke Excel Ekspor ke Web

& DATAAKPFIXDt @3 “DATA AKIP FiXsplsm [ PLS Algorithm (Menjalankan No. 2) =
Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Cronbach's Alpha tho_A

: Cronbach's Alpha 33 rho A 3

Reliabilitas Komposit Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)

Reliabilitas Komposit |23 Rata-rata Varians Diekst... Sain ke Ciipboard: | Format Excel  Format R

X1 0.945 0.948 53 0.670
Y 0.934 0.938 0.945 0.657
x2 0.868 0.877 0.904 0.654
Hasil Akhir + Kriteria Kualitas Hasil Sementara Basis Data =
Koefisien Jalur R Square Perubahan Kriteria Berhenti
Efek Tidak langsung f Square Inner Model
Pengaruh Total Validitas dan Reliabilitas Konstruk ‘Outer Model
Outer Loading Vali i Data Indikator (Original
OQuter Weight Collinearity Statistik [VIF Data Indikator (Standardisasi]
Variabel Laten Fit Model Data Indikator (Korelasi]
Residual Kriteria Seleksi Model N

Hasil Uji Koefisien Determinal R2

g 5 Eo @ (<]
Menyembunyikan Nilai Nol Meningkatkan Desimal Kurangi Angka Desimal Ekspor ke Excel Ekspor ke Web

£ DATA AKIPFIXtt &€ “DATA AKIP FiXsplsm [B] PLS Algorithm (Menjalankan No. 2)

R Square

=] Matriks |2: RSquare

RSquare  Adjusted R Square

: Adjusted R Square

Salin ke Clipboard: | Format Excel

Ekspor ke R

Format R

\ 0689 0674

Hasil Akhir + Kriteria Kualitas Hasil Sementara Basis Data ~
Koefisien Jalur R Square Perubahan Kriteria Berhenti Pengaturan

Efek Tidak Langsung  f Square Inner Model

Pengaruh Total Validitas dan Reliabilitas Konstruk Quter Model

Outer Loading Validitas Diskriminan Data Indikator {Original)

Outer Weight Collinearity Statistik (VIF] Data Indikator (Standardisasi)

Variabel Laten Fit Model Data Indikator (Korelasi

Residual Kriteria Seleksi Model



Uji Hipotesis

Koefisien Jalur

= Mean, STDEV, T-Values, P-Val. = Keyakinan Interval | = Keyakinan Interval Bias-Dik.. = Sampel Sainke Clipboard: | pommatExcel  FormatR

Sampel Asli (0)  Rata-rota Sampel (M) ~Standar Deviasi (STDEV] T Statistik | O/STDEV]) P Values

X1->Y 0329 0345 0.148 2230 0.026
>y 0543 0515 0142 3828 0.000

Hasil Akhir Histogram Basis Data

Koefisien Jalur Histogram Koefisien Jalur Pengaturan

Total Pengaruh Tidak Langsung  Histogram efek tidak langsung  Inner Model

Efek Tidak Langsung Spesifik  Histogram Total Efek Outer Model

Pengaruh Total Data Indikator (Original

Quter Loading Data Indikator (Standardisasi

Outer Weight
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